
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAIIKEMENTERIAN AGAMA

PROVINSIICALttTAN TENGAⅡ

NOMORIKw.21.2/5/PP.01/tθ 8巧 /2015

TENTANG
PEttERIAN IZIN OPERAS10NAL PENDIRIAN ttDRASAIIIBTIDAIYAⅡ
SWASTA■IIFTAIIUL AULA DESA SABUAI ICECAPい TAN KlllMAI

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAⅡ  KEPIENTERIAN AGAPEIA

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN TENGAE

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang

bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat

melalui organisasi berbadan hukum untuk meyelenggarakan satuan

pendidikan-madrasah sesuai dengan standar Nasional Pendidikan.

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah

memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang

ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian lzin
operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula
Desa Sabuai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat'

: 1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2A13 &ntang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
s410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8$);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

486$;

Mengingat



6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20lA ftntangPengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1,7 Tahun z}n tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor Z4Tahtsn 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor t4 Tafuxr 2AU
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Ta};,l'xr

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahm 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah DasarAvladrasah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah PertamaAvladrasah Tsanawiyah, dan

Sekolah Menengah AtasAvladrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupatenll(ota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 terrtang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
3l Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor : Kd.2l .01 /2 |KP.A3.07 I 19 50 120 1 5 tanggal 1 8

September 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula Desa Sabuai Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Menetapkan
PttTAMA

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR｀ WhYAⅡ  KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALMANTAN TENGAⅡ  TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERAS10NAL IIENDIRIAN]MADRASAH
IBTIDAIYAII SWASTA PlIFTAHUL AULA DESA SABUAl
KECAMLTAN KIIMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LINGKLTNGAN KANTOR WILAYAⅡ  KEⅦ NTERIAN AGAPIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAⅡ .
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Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta

Miftahul Aula yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tzir Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU diberikan Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Miftahul Aula, berlaku sepanjang Madrasah tersebut memenuhi
persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula dimaksud diatas diberikan
Nomor Statistik Madrasah [NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala

Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :

il. Menyampaikan Laporar Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaatr

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-

S/IvI Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang mernuaskan

atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin
Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Padatanqgal : 22 Semptember 2015

An. Menteri AgamaRI.
pala Kantor Wilayah Kementerian Agama

i Kalimantan Tengah

HALni E. AHMAD, Lc, MMI
19570911199003 1001

Tembusan:
Keputusan ini disampaikan kepada Yth; '':

1.Dire血 Jcndcral Pcndidikan lslaln di Jakartal
2.Sekretaris Jenderal KementeHanへ 興ma di Jakarta:
3.Inspekttlr■魏 deral Kementerian Agama di Jakartal

4.Subdit Kelembagaan dan lcetatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Dtten Pendidikan lslam di Jakartal

/:運:針:吾憲懺∬樹蹴織窮獄肌]l耀馴審胤驚計
4狙 But

7.Arsip.
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LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.2l.2/51PP.01/ 12015
Tanggal : 22 September 2015
Tcntang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDATYAH SWASTA MIFTAHUL AULA
I}ESA SABUAI KECAMATAN KUMAI
KABTIPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERKAN IZIN OPERASIONAL H〕 NEIRIAN

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

insi Kalimantan Tengah

UL llALIBI L AIIMAD,
1001

h
Lc,PIM.

19570911199003

1 Nan3a Madras7all lbtidaivah MIFTAHUL AttA
2 Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111262010008
う
０ Alalllat Madrasah Ji. Husin HamzahRT.O5 Desa

Sabuai Kecamatan Kumai
4_ Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Miftahul Aula Kabupaten

KotawarinsinBarat
5 Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor:21 Tanggal,29 0ktober

2014
6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penvelenggara
SK.L任ふKllMHAM RI.
Nomor i AIIU-09148.50.10.2014

7. Berdiri Sejak Tanggal 1 Juli 1998
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駆 卜任]卜ⅦEllIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KttLIMANTAN TENGAH

PIAGAPI PENDIRIAN‐ 1旺ADRASAII

Nomori Kw.21.2/5″ P.01/98122015

圏辮 盤脚麻嚇捌‰酬協棚置観』ツ:革辮:
2015 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kcpada:

PengesahanlAktelNotari10relani,aSi

3Crditt Sttak Tang毅 1          :l Juli 1998

Dengall Nomor Statistik PIIadrasah(NSM):

1 1 1 2 6 2 0 1 0 0 0 8

Pdangka Raya,22 Scptembcr 2015

An.Mentcri Agalna Rr.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
insi Kalimantan Tengah

■■lli l,1114DUL IIALIM II.AHMAD, LC. l}IM:
195709111990031001

PK-001
驚 淳 襲 だ 簿 争


